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PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang :a. bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan keadilan dan manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan adanya kebijakan peraturan dan
perundang-undangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintah, Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah serta pengadaan
barang/jasa Pemerintah, dengan telah berakhirnya
Tahun Anggaran 2009 maka untuk Tahun
Anggaran 2010 dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);
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18.

19.
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21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;
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30.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007  tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan  Komunikasi  Intensif dan  Dana
Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004
Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Cirebon
(Lembaran Daerah  Kota Cirebon Tahun 2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 8);

32.

33.

34.

35.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon  Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19
Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 20 Seri D);
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37.

38.

39.

40.

41.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cirebon Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23
Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 17 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2008 Nomor 18 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008 —
2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

Menetapkan :
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42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Cirebon.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Cirebon.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Crebon.

7. Sekretariat DPRD selanjutnya disingkat Setwan
adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.

8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota
Cirebon.
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Walikota.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerabh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerabh,
selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana
Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai BUD.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK — SKPD adalah Pejabat Struktural pada Sekretariat
/ Badan / Dinas / Kantor dan atau Bagian Tata Usaha pada SKPD
yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan pada SKPD
dengan pangkat eselon minimal V.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara penerima adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan oleh Walikota dengan tugas menerima, menyimpan,
menyetorkan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit
Kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah seorang Pegawai Negeri Sipil
yang ditetapkan oleh Walikota dengan tugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD.
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29.

30.
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Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD yang bersangkutan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnyan disingkat
TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam
rangka penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran sebagai acuan dalam
penyusunan RKA — SKPD setelah disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
RKA — SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana Pendapatan rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA — SKPD adalah dokumen yang memuat
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen vyang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP — UP
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP —
GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP - TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang
selanjutnya disingkat SPP — LS untuk pengadaan Barang dan
Jasa adalah dokumen vyang diajukan oleh bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas
dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

SPP Langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang
selanjutnya disingkat SPP — LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan
dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran
tertentu.
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37. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP — LS
PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas
transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.

38. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna
anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA — SKPD.

39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah
berdasarkan SPM.

40. Sistem Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Sisdur adalah
Pedoman Sistem dan Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan
dan Pertanggungjawaban Keuangan.

41. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada
PT. Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon.

BAB I
SISTEM DAN PROSEDUR
Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB Il
FORMAT
Pasal 3

Format dan contoh blanko isian Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.
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BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Januari 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Januari 2010

ERAH KOTA CIREBON,

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 2



